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PERATUIAN WENTERI DALAM NEGER

otk o PERPLSTAKMN KHUSLS
TEVTANG SEITETRUAT DFRO 1B BATANG |
No. Dan. 952
PEDUMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS Tanggal

LAPC RAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA,
MENTERI DALAM NEGER!,

Menimbang . a bihrva Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentarg Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instersl Pemerintah. menystekan aparat pengawasen Intern
pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas
laporan kevangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan
keandalan Informasl yur.g disajikan sebelum disampalkan
oleh gubernur/bupati/wallkota kepada Badan Pemeriksa
Keuangan;

b. bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan
pemerintah daeruh oleh Inshektorat Provinsl/
Kabupaten/Kota d!laksanakan sesual ketentuan yang
berlaku, perlu disusun pedoman pelaksanaan reviu atas
laporan keuangan pomerintah daerah;

¢. bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
teniang Pemblnaar dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, menyatakan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Menter' Dalem Negerl tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42C6);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perhendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2004 Nomor £, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMER|VTAH DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1 Pemerintahan Daerah adalzch penyelenggfaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau cebutan lainnya, menurut asas
otoromi “an tugas pembantuan dengan priasip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indcnesia Tahur 1945,

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Laporan Reallsasl Anggaran adalah laporan yang mcnyajlkan Informasl reallsasl
pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemurintah daorah dalam suatu periode
tertentu,

4, Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan
pemerintah daerah yaltu aset, utaug, dan eku'tas dana pada suatu tanggal tertentu.

5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang rienggambarkan arus kas masuk dan keluar
solama suatu perlode, serta posisl kas pada tancgal pelaporan.

6. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bag!an yang tak terpisahkan dari laporan
keuangan yang menyajikan irformasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan
dalam rangka pengungkapan yang meinadal.

7. Entltas Pelaporan adalah unit/satuan "ierJa pcrangkat daerah yang menurut ketentuan
peraturan perundang-unuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan,

8. Inspektorat Provinsi/Kabugaten/Kota adalah aparat prngawas fungsional yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

9. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran
angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadali
bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa
tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar
laporan keuangan tersebut disajlkan berdasarkan Slstem Pengendallan Intern (SPI)
yang memadal dan sesual dengan Standar Akuatansi Pemerintahan (SAP).

10.Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhl oleh manajemen
yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadal dalam pencapalan
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan keandalan penyajlan laporan keuangan.

11.Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkalan prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai darl nengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisl keuangan serta operasl keuangan Pemerintah Daerah.

12.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

13.Kebljakan Akuntansl adalah prinsip-prinsip akuntansi yang tzlah dipllih berdasarkan
standar akuntansl pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintat, dazrah.

14.Prosedur Analitls adalah prosedur untuk mengidentifikasl adanya hubungan antar
akun dan kejac'lan yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.

15.Asersi acalah pengakuan Gubeinur/Bupati/Walikota bahwa penyusunan LKPD telah

dihasilkan dari SPI yang memadal dan penyajlannya telah sesual dengan SAP
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16 Pernyatann Telah Direvic adalah tempat penuangen hasil reviu daiam bentuk
pernyataon yang dibuat o.eh Inspektorat/Bawasda Provinsl/Kabupaten/Kota.

17.Pernyataan Tenggung sewab adalah pernyastasn atau asersi darl Gubernur/
Bupatl/Wallkota yang menyataken bahwa Japoran keuengen telah disusun
berdasarkan sistem pengrnda.an intern yang memada’ dan disajikan sesual dengan
standar akuntans! pemerintahan.

BAB !l
RUANG LINGKUP REVIU

Pasal 2

(1) Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputl penllalan
terbatas terhadap keandalan sistem pengendallan intern don kesesualan dengan
standar akuntans| pemerintahan.

(2) Lapoin keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl
atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

¢. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1) Reviu atas Laporan Kesangan Pemerintah Daerah dllakukan untuk memberlkan
keyakinan atas kualitas laporan keuangan peinerintah daerah.

(2) Reviu sebagaimana diniaksud pada ayat (1) tidok memberikan dasar untuk
menyatakan pendapat atau opini atas laporan kenangan.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan leblh rendah
dibandingkan dengan audit.

BAB 'll
TUJUAN REVIU £.TAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Naerah untuk memberikan keyakinan
terhatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan disajlkan sesual dengan standar akuntansi
pemerintahan.

BAB IV
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesctu
Perencanaan

Pasai 5

Faap
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‘1) Penyusunan rensana reviu atas iaporan keuangan pemerintah daerah dikoordinasikan
olen Inspektorat Jenderal Dupirtemen Dalam Negeri/inspektorat Provinsi.

2) Rencana reviy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja
Pengawasar Tahunan dan Program Kerja Pensawasarn Tahunan.

3) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan
sebagaimana dimaksed pada ayat (2) untuk Piovinsi ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Dalarn Negeri.

(4) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Crogram Kerja Pengawasan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urtuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

a. pemahaman atas entitas;
b. penlialan atas Sistem Pengendallan Intern; dan
¢. penyusunan Program Kerja Reviu.

Pcsal 7
Rencana reviu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip kesesualan,
keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan
sumberdaya pengawasan.

Pasal 8

Pemahaman atas entitas sebagcimana dimaksud dulam Pasal 6 huruf a, meliputl:
a. pemahaman latar belakang dan sifat darl lingkungan operasional entites pelaporan;
b. pemahaman proses transaksl yang s'gnifikan; Jar
c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan
keuangan.
Pasal 9

(1) Penilalan atas Sistem Pengendalian Intern setagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, dilakukan dengan :
a. memahami sistem dan proscdur pengelolaan keuangan daerah;
b. melakukan observasi dan/atau wawan~ara dengan pihak terkait di setiap prosedur
yang ada;
¢. melakukan analisis atas resiko yang telah dildentifikasl pada sebuah kesimpulan
tentang kemungkinan teijadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan

d. melakukan analisis ates resike yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan
tentang lzngkah-langkah pelaksanaan reviu.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf @ mellputi :

a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;

b. sistem dan Prosedur Pengeit aran Kas;

c. sistem dan Prosedur Akuntunsi Satuan Kerja;

d. sistem dan Prosedur Akurtans| Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
e. sistem dan Prosedur Penyusunan Lapnran Keuangan.
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(3) Sistem dan prosedw sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dgikembangkan dalam
suLsiste neubsistern sesusi dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 19
Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud Ciiam Pasal 6 huruf ¢ memuat :
langhah kerja reviu.
teknik reviu;
sumt er dota.
pelaksana; dan
waktu peloksanaan.

s anoe

Pasal 11

perencanaan reviu sebagalmana dimaksuc¢ dalam Pasal 6 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Men‘eri ini.

Baglan Vedua
Pelaksanaan

Pasal 12

Inspektorat  Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah.

Pasal 13

(1) Reviu dapat dilaksanakan secara parale! dengan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan keglatan yang
meliputl:

a. persiapan;

b. penelusuran angka;

c. permintaan ke.erangan; dan
d. prosedur analitis.

Pasal 14

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawali
dengan keglatan pengumpulan informasi keuargan berupa laporan keuangan yang
telah diaudit pada tahun ialu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan
kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta Informasi lain yang diperlukan.

(2) Tahapan persiapan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a
dilanjutkan dengan penugasan reviu.

(3) Setiap penugasan reviu sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara
memadal melalul penyusunan tim reviu yang mempunyal kemampuan teknis yang
memadal.

e — et . e



(3) Sister dawm prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dalam
sulsiste n-subsistern sesudl dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 19
Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud cclam Pasal 6 huruf ¢, memuat :
a. langkah kerja reviu
b teknik reviu;
¢ sumt er data:
d. pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.
Pasal 11

Perencanasn reviu sebagalmana dimaksu¢ dalam Pasal 6 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Men‘eri ini.

Bagian Fedua
Pelaksanaan

Pasal 12

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksonakan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah.

Pasal 13

(1) Reviu dapat dilaksanakan secara parale' dengan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang
meliputi:

a. persiapan;

penelusuran angka;
permintaan keierangaa; dan
prosedur analitis.

a0 o

Pasal 14

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawall
dengan kegiatan pengumpulan informasi Keuar.gan berupa laporan keuangan yang
telah diaudit pada tahun ialu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan
kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.

(2) Tahapan persiapan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a
dilanjutkan dengan penugasan reviu.

(3) Setiap penugasan reviu sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara

memadai melalul penyusunan tim reviu yang mempunyal kemampuan teknis yang
memadal.
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2) laporan hasl revie otas LPoran kEuRrgan pemerintah Saerah semester pertama
gapa! disenia gengan pernyatasn telah dire iy

Pasa, 20

Laporan hasil reviy sebagaimana gimaksed g2z Pasai 17 tercantum dalam Lampiran Wl
Peratura. Menter ini.

BAB Y
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menterl ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

D'tetapkan dl Jekaria
pacatanggal 17 Januarl 2008

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MARDIYANTO

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2005

WNTANC
....‘ll‘.?"'l

PEDOMAN PEMDBINAAN DAN PENGAWASAN
ENYELENGGAMAAN FEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRISSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 223 Undang-

Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
scbagaimena tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Numor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang, perlu menctapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pedoman Pembinsen dan Pengawasan

Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah;

. |. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1948,

8]

. Undaung-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah {Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah .dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548); :

| ( fWEMUTUSKANL.,
|
A

| 1
| |
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MEMUTUSKAN:

Aenviapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGCARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
.,

Pemerintah Pusat, sclanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud ,dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194S5.

Pemerintahan  Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  olech  pemerintah  ducrah  dan  Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesie,
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemcrintahan Dacrah
adalah upaya yang dilakuken oleh Pemerintah dan/atau
Gubernur selaku  Wakil Pemerintah di  daerah  untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah. >

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daereh
adalah proscs kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
Pemerintahan Dacrah berjalan sccara cfisien dan  efektif
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Menteri  adalah  Menteri  yang  mecnangani  urusan
pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

{ BAB II ...
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BAB I
PEMBINAAN |

Pasal 2 {
!

(1) Pembinaan etas penyclenggaraan Pemerintahan Daerah

dilaksanakun clch Pemenntah yang melipyti:

a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;

b. pemberian pcdoman dan standar pelaksanzan urusan
pemerintahan; 1 '

c. pemberian  bimbingan, supeavisi dan  konsultasi
pelaksanaan urusan pemerintahan;

d. pendidikan dan pelatihan; dan

c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan
dan cvaluasi pclaksanaan urusan pemerintahan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
terhadap kepala dacrah atau wakil kepala dacrah, anggota
Dewan Perwakilan  Rakyat Dacrah, perangkat dacrah,
pegawai ncgeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat
desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 3

Koordinasi pemerintzhan  antar susunan  pemerintahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkaitan
dengan aspek perencanaan dan cvaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan di dacrah.

Pasal 4

(1) Koordinasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaksanakan pada tingkat nasional, regional,
provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.

(2) Koordinasi  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan antar susunan pemerintahan yang terkait
dengan penyclenggaraan urusan pemerintahan,

(3) Koordinasi tingkat nasional dan rcgional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri
Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan
dikoordinasikan dengan Menteri.

(4) Koordinasi . . .

T S ) i
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4) Koordinasy antar kabupaten/kota dalam satu prowins:
schaguimens dimaksud pads eyst (1), dilaksanekan oleh
A
subsrnur

) Kvordinasi antos desa/kejurahan lebih dan satu kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Bupati/ Walikota

(5) ¥oordinas) antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih darni
salu provins: scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinan lLembaga
Pemerintah Non Departemen sesual dengan fungsi dan
kewenangannya, scielah dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 5

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huraf b mencakup aspeck percncanaan, pelaksanaan, tata
laksuna, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 6

(1) Pedoman dan standar urusan Pemerintahan Dacrah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 5§ disusun olch Menteri
Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

(2) Penyusunan pedoman dan standar urusan Pemerintahan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan sectelah
dikoordinasikan dengan Menteri.

P‘asgxl 7

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksfgd dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ mencakup aspek perencanaan, pclaksanaan,
tata laksana, pendanaan, kualitas, 'Qen'gendalian. dan
pengawasar.,

Pasal 8 ...
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(3)

(1)

2

(3

(1
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Pemberian  lambingan, supervisi dan  konsultas:
schagaimana dunaksud dalam Pasal 7 ddaksanakan sccara
berkala dan/atau sewaktu-waktu, bask kepada seluruh
dacrah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan
kebutuhan.

Pemberian  bimbingan, supervisi dan  konsultasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.

Pemberian bimbingan supervisi dan kensultasi kepada
kabupaten/kota scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan olch Menteri Negara/Pimpinan Lembaga
Pemerintah  Non Departemen kepadq Gubernur dan
dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi rumpun pendidikan dan
pelatihan  (eknis substantif Pemerintahan Dacrah serta
pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan
fungsional binaan Departemen Dalam Negeri.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diperuntukkan bagi kepala daerah atau wakil kepala
dacrah, anggota Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah,
perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,
perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan. i

Pasal 10

Pendidikan dan pclatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilaksanakan bagi kepala dacrah atau wakil kepala
daeraly, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah,
perangkat dacrah, pegawai ncgeri sipil dacrah, kepala desa,
perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa
sccara berkala.

(2) Pendidikan . . -



han scbagaimana dimaksud pada ayat
skar olch Menteri Negarz/Pimpinan
1h Non Departemen sesaal dengan fungsi
dan kewenangannye dan dikoordinasiken dengan Menteri.

1 ron n . .
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(3} Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
"

{2) dapat dilimpahkun kepade Gubernur, Bupati/ Walikola
dan dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 11

| Giandoisasi program pendidikan dan pelatihan antara lain
mieliputs kurikuluimn, silabi, bahan ajar dan tenaga pengajar,
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, dan pendanaan
pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah atau wakil
kepala daerah, angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perangkat dacrah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,
perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa
ditetapkan olch Menteri.

(2) Standarisasi program pendidikan dan pelatihan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh
Menteri  Negara/Pimpinan  Lembaga Pemcerintah  Non
Deparlemen  sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
setelah dikoordinasikan dengan Menteri;

Pasal 12

(1

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dapat dilakukan kerjasama antara Pcmerintah
dengan pemerintah daerah dan/atau dengan perguruan
tinggi scrta lembaga lainnya. '

(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai kerja sama pendidikan dan
pclatihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan Menteri.

—

Pasal 13

Perencanaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) buruf ¢ meliputi
Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah
dan Perencanaan Tahunan scsuai peraturan perundang-
undangan.

! ‘ ’t l.”asa.114.--
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Pasaj 14

Penelitian, pengembangan, pemantauan dan cvaluasi atas
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ melipui kewenangan,
kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset,
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Dewan Perwekilan
Rakyat Daerzh, pelayanan publik, dan kebijakan daerah.

<

Pasal 15

(1) Penclitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu
scsuai dengan kebutuhan.

(2) Menteri  Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen  sesuai dengan fungsi dan kewcnangannya
dapat  melakukan  penclitian  dan  pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan
dengan Menteri.

Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2) dapat dilimpahkan  kepada  Gubernur,
Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dcingan Menteri.

(3

Pasal 16

(1) Pedoman serta  standar penelitian dlaﬁ pengembangan
urusan Pemerintahan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Dcepartemen sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya. {

Penyusunan pedoman dan standar url.xsan Pemcrintahan
Dacrah sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan
scsuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  sctelah
dikoordinasikan dengan Menteri,

-
o

Pasal 17

Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  urusan
pemerintalian  schagaimana  dimaksud dalam  Pasal 14
dilakukan olch Menteri.

(1

(2) Menteri . . .
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| Menteri  Negara/Pimpinan  Lembega Bemenintah Non

Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
dapat melakukan pemantavan den evaluesi scbogaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan

Menten

Pasal 18

Pedoman serla standar pemeantauan den evaluasi urusan
Pemerintaban Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
14 disusun olch Menteri Negara/Pimpinan Lembaga
Pemenutah Nen Departemen scsuai dengan fungsi dan
kewenangannya

Penyusunan pedoman pementauan dan evaluast urusan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 19

Perencanaan, penclitian dan pengembangan, pemantauan
dan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan dapat
dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga
penelitian dan lembaga lainnya,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB I
PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pengawasan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan di-Daerah

Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
meliputi: !

a.

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;.

" b. pelaksanaan . . .
|
l

-

B e




nEs T WD ONE SIA
priaksanean rusan pemerintahar daera
abupaten/k dan
sanaAz O emenntahan desa
Pasal 21
urusan  panenntahan di  daerah provinsi
3 ' - Tl r . s 1 *
winena duneksud dajem Pasal 20 hurul a tenlin dari

urusan pemerintehan di dacrah yang bersilat

wrusan pemerintahan di daerah yang bersifat

. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi
daun tugas penbantuan,

Pasal 22

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurul b terdiri dari:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat
wujib;
I pelaksanaan urisan pemerintahan di daerah yang bersifat

pilihan; dan '

c. pelaksanaan  urusan  pemerintahan! menurut tugas
pembantuan, :

Pasal 23

Pengawasan  pelaksanaan  urusan  pemcrintahan  di - dacrah

meliputi:

a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintehan di
dacrah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
dan

b. pelaksanaan urusan pemerintahan cii ‘daerah provinsi,
kabupaten/kota, dan pcmerintahan desa.

Pasal 24 . ..




Pasal 22

Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah

dilaksanakan olch Aparat Pengewas Intérn Pemerintah
sesual cengan fungsi dan kewenangannya.

{2) Aparat Pcngawas intern Pemerintah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit
Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Inspekiorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan olch pejabat pengawas pemerintah.

Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud. pada
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh
Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikota
ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4

~

(5) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, _pemindahan,
pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas
pemerintah dacrah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan
bertanggungjawab kepada Gubernur, Inspektur
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan
bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.

(2) Inspektur Provinsi dalam peclaksanaan tugas seclain tugas
pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Dacrah
Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan
tugas sclain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari
Seckretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

(1

Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan
Lembaga Pemerintah Non  Departemen  melakukan
pengawasan terhadap :

~

a. pelaksanaan . . .

A POTRRRGY (0 < VAT e
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rlakeansan dekonsentrasi den tuges pembantuar;
pinjaman das, hibsh juar negeni, dan

pelaksanaan  ponbinaan  atas enydenggaraan
scsuai dengan fungsi dan

Pemncrintahar

kewenangannye

2, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri sclain
melakukan pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat
i1) juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah provinsi, kabupaten/kota.

3} Inspektornt Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
a4, pelaksanaan pembinaan  atas  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; :
b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;
dan
c. pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah
kabupaten/kota.

(4

inspektorat  Kabupaten/Kota melakukan  pengawasan

terhadap:

a. pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di dacrah
kabupaten/kota;

b. peclaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa; dan

c. pelaksanaan urusan pemcrintahan desa.

Pasal 27

(1

Gubernur scbagai wakil pemerintah melakukan pengawasan
terhadap tugas dekonsentrasi.

(2) Gubernur/Bupati/Walikota  sebagai  kepala  daerah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah Iwar negeri.

Pasal 28
(1) Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan
kepala daerah.
i b. dcmcriksaan 34 @
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(3)

valkotu dary unit /satuan kena,

prngusitan alas kcbenaran japoran mengena: adanya

ndikusi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolus: dan

nepotisine;

penilainn  atas panfazt dan keberhasilan kebijakan,
pelaisanaan program dan kegiatan; dan

I monitering dan  evaluasi pelaksanaan  unusan

pemerintahan di dacrah dan pemerintahan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara
pemeriksaan  dalam rangka berakhirnya masa jabatan
kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan  lebih Janjut  mengenai pedoman tala cara
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
burul ¢, huruf d, huraf e dan buruf [ diatur dengan
Peraturan  Menteri/Menteri  Negara/Pimpinan  Lembaga
Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.

Pasal 29

Kebijakan pengawasan ulas penyclenggaraan Pemerintahan
Dacrah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober sctiap
tahun  oleh Menteri berdasarkan masukan | dari  Menteri
Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan
Gubernur, Bupati/Walikota.

}
f

Pasal 30

(1) Menteri mengkoordinasikan ~ Menteri Negha, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur dalam
menyusun  rencana  pengawasan atas  penyclenggaraan
Pemerintahan Dacrah. !

(?) Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota | sebagaimana
dimalisud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.

(3) Koordinasi . . .



Koordinasi scbagasimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
dilaksznakan dalam kegialan penyusunan peitncansan
pengawasan di pusat dan di daerah.

Koordinesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilukukan melahai rapat koordinasi di tingkat provinsi dan
| paling sadikit 1 (satu) kali dalam | {satu) tahun.

Pasal 31

(1) Rencana pengawasan atas penycknggara&u Pemerintahan
Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan
ditctapkan olch Menteri.

i2) Rencana pengawasan atas penyelenggaraaan Pemerintahan
Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),
dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan
ditetapkan olch Gubernur berpedoman pada rencana
pengawasan yang ditctapkan oleh Menteri.

8

Pasal 32

{1} Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh
Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

{2) Pclaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh
Inspcktorat Provinsi.

i3] Pclaksanaan pengawasan atas penyclenggaraan pemerintah
kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat
Kabupaten/Kota.

Pasai 33

Pelalksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan
penyelenggaraan Pemerintahan Dacreh sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31.

t ! Pasal34...
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Pasal 39

Peinksanoan  pemutakhiran  data  tindak  lanjut  hasil
pengawasan atas penycienggaraan  Pemerintabhan Daerah
secara nasional dikcordinasikan oleh Menteri;

Peisksanaan  pemutakhiran  data  tindak  janjut  hasil
pengawasan etas penyelenggaraan  Pemcrintahan Dacrah
provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;

Peluksanuan  pemutakhiran  data  tindak lanjut  hasil
pengawasan atas penycienggaraan  Pemerintahan Dacrah
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Walkil
Walikota;

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksenakan sckurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam
setahun.

Pasai 36

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
berpedoman pada norma: {

a.

obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari
kesalahan;

© b.terus. ..
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Bagian Kedua
Pengawasan Peraturen Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 37

(1) Peraturan  Dacrah  dan  Peralwran Kepala Dacrah
disampaikan kepada Pemerintah paling lamf 7 (tyjuh) hari
sejole ditetaphkan.

(2) Pemerintah  melakukan pengawasan terhadap Peraturan
Dacrah dan Peraturan Kepala Daerah,

(3) Pelakvanaan pengawasan sebagaimana dimakeud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri. !

(4) Peraturan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bertentangan  dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yeng lebih tinggi dapat
dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan
Menteri. !

Peraturan Kepala Dacerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang bertentangan dengan kepentingen umum, Peraturan
Dacrah dan peraturan perundang-undangan yang lebih
taped dapat dibatadkan dengan Peraturan Menteri.

2]
-~

Pasal 38

(!} Peraturan Presiden tentang pembatalan Peraturan Dacrah
ditetapkan paling lambat 60 (epam puluh) hari scjak
Peraturan Dacerah diterima oleh Pemcerintah.

(2) Peraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepala
Dacrah ditctapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari

setelah Peraturan Kepala Dacrah diterima oleh Menteri.

i+ Pasal 39 ...
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(1

Fancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah, Peraturan Kepala Dacrah tentang
penjabaran Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak
daerah, retribusi dan rencana tata ruang disampaikan puling
lama 3 (uga) har setelah disetujui bersama antara Kepala
Dacrah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2] Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah

provinsi  dan  rancangan peraturan Cubernur tentang
anggaran pendapatan dan belanja dacrah, pajak dacrah,
retribusi daerah dan tata ruang dacrah.

Gubernur melakukan cvaluasi rancangan peraturan dacrah
kabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak
dacrah, retribusi dacrah dan tata ruang daerah.

Zvaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan
peraturan kepala daerah schagaimana diatur pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja sctelah diterima rancangan dimaksud.

Pasal 40

Gubernur  dan  Bupati/Walikota menindaklanjuti  hasil
cvaluasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan
ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.

Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti sebagaimana pada
ayat (1) dan tetap menctapkan menjadi peraturan daerah
dan/atau  peraturan  kepala daerah, Menteri dapat

membatalkan  peraturan  daerah den peraturan kepala
dacrah tersebut dengan peraturan Menterd.

(3) Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti

scbagaimuna puda ayat (1) dan tetap menctapkan menjadi
peraturan  daerah  dan/atau  peraturan kepala dacrah,
Gubernur - dapat  membatalkan  peraturan  dacrah  dan
peraturan - kepala  dacrah  tersebut  dengan  peraturan
Gubernur,

l Pasal 41 . ., .
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Pasal 4]

i} Apabila Gubernur udak  dapat menerima  keputusun
pembataian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan alasait yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur
dapat mengajukan keberatan kepada Mahkemah Agung
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja se)ak diterimanya
Pembatalan.

e

Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan peraturan dacrah dan peraturan kepala dacrah
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 40, dengan alasan yang
dibenarkan olch peraturan perundang-undangan, Bupati/
Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah
Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya pembatalan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
peraturan dacrah dan peraturan kepala daerah serta cvaluasi
rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala
dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Penguwasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘

{

%

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya
dapat melalukan pengawasan atas pelaksanaan urusan
Pemerintahan Dacrah di dalam wilayah kctjanyal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

BAB IV ...
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BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKS!

Pasal 44

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintahan
dacrah, kepala daerah dan/atau wakil 'kepala daerah,
anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat
dacrah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat
desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

oD

Ketentuan Icbih lanjut mengenai bentuk | dan tata cara
pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Presiden. | ;
|
Pasa) 45

(1

Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,
Peinerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah
atau wakil kepala dacrah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, perangkat dacrah, pegawai ncgcl‘i sipil daerah,
kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan
permusyawaratan desa apabila terdapat pFlanggaran dan
penyimpangan dalam penyclenggaraan pemerintahan.

0

Simksi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
vada ayat (1) dapat berupa:

a  penataan kembali suatu daerah otonom;

L. pembatalun pengangkatan pejabat;

¢. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;
d. adininistratif; dan/atau

e. finansial.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh
Meiiteri, Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABV
PELAPORAN

Pasal 46

Koordinas: pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan  atas
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah dilaporkan oleh Menteri
kepada Presiden, !

| Pasald?...
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Pasal 47

Gl pembmaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

avabion Decrali vang dilakukan Menteri Negara/ Pimpinan
s obga Pemermtah Nono Departemen  dilaperkan kepada
21 caden dikordinasikan vleh Menteri.

Pasal 48

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
| peng

seracrintahun provinsi  dilaperkan  oleh  Gubernur kepada
Presiden melalui Menteri.

Pasal 49

Pclalkksanaan pembinaan dan pengawasan atas pcnyclcngga:raan
pemerintahan kabupaten/kota dilaporkan olch Bupati/Walikota
kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

(1) Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pcmbinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap b'prlaku.

Pasal 51

|

Peraturan  Pemerintah  ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. !

N ! i i | Agar...
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Agar  sctiap  crang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatanaya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, .
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYQNO

ysundangkan di Jakarta,
ada tanggal 30 Desember 2005

I[ENTER!I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA ‘
AD INTERIM,
td

YUSRIL IHZA MALHENDRA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2005 '
TENTANG i
PEDUMAN PEMBINAAN DAN PENOAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH ?

| UMUM

Negara  Republik  Indonesia  scbagai  Negara Kesatuan —dalam
penvelenggarnan  pemerintahannya  menganut asas  desentralisasi,
dekonsentrasi, dan  tugas  pembantuan. Penyclenggaraan — asas
desentralisas: secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten
dan kota Hul tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan
kelcluasaan kepada dacrah otonom dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakal sclcmpal secara bertanggungjawab menurut
prakarsa serdiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas dacrah-daerah provinsi.
Daerah provinsi dibugi atas kabupaten dan kota yang masing-masing
mempunyai  Pemerintahan  Dacrah. Diantara Pemerintahan Daerah
terscbul  mempunyai hubungan administrasi dan kcwilayahan antar
susunan pemerintahan, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintahan
provingi, pemerintahan kebupaten/kota dan pemerintahan desa.

Pemberian otonomi dacrah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dacrah scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah Menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip demokrasi,
keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi
dan keanckaragaman dacrah, scrta partisipasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republile Indoncsia.

Prinsip-prinsip . . .
i

AR
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Prnsip-prinsip tessebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan
yong sangat luas  kepada dacrah otonom untuk melaksanakan
kewenangannya seeara mandird, hias, nyata, dan bertanggungjawab dalam
mewu ndkon kesejahteraan  masyarakat melalui  peningkatan  mutu
pelayanan, pamberdayaan dun peran serta masyarakat serta daya saing

_:q,‘l..l.

Femcntalh dan pemenmteh  daerah  menyelenggarakan  manajemen
pemetintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana
yang harus aca dan dilaksanakan oleh manajemen secara profcsional dan
dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan
chisicn

pemerintahan Dacrah pada hakekatnya mcrupakan sub sistem dari
pemerintahban nasional dan secara implisit perabinaan dan penguwasan
terhadap Pemerintahan Dacrah merupakan bagian integral dari sistem
peavelenpgaraan pemctintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyclenggara
Pemcerintahan Dacrah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan

penmenntal Jacrah,

Pembinaan atas penyclenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang
dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di
dacrah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi
dacreh, meliputi keordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan,
pemberian pedoman dan standar  pelaksanaan urusan pemerintghan,
pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan
pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala
dacrah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat dacrah,
pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan
c_!csa. dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintab,
Gubcrnur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
pemerintahen desa berjalan sesuai dengan rencana dan  ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya
masing-masing.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan
teknis.

i Disamping . . .
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Disamping pengawasan tersebutl di atas pengawasan olch masyarakat
isosial kontrol] diperiukan dalam mewujudkan peran serta masyaraka'
guna menciptakan penyclenggaraan pemerintahan yang cfektif, efisicn,
bersth dan bebas dari, kerupst, kelusi scrta nepotisme,

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,
Pemerinteh memberi penghargaan kepada Pemerintahen Daerah, kepala
dacrah dan/atau wakil kepala dacrah, anggola Dewan Perwakilan Rakyat
Dacerah, perangkat dacrah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,
perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan
hesil penilaian terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang
menunjukkan  prestasi tertentu. Scbaliknya Pemerintah  memberikan
sarksi kepaca Pemcrintahan Daerah, kepala dacrah atau wakil kepala
dacrah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat dacrah,
pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota
becan permusyawaratan desa epabila ditemukan adanya penyimpangan
dan pelanggaran. '

i. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cuxup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “susunan pemerintahan” meliputi:
Pemerintah  Puaat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
ihael b
Cukup jelas.
tiurui c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas,
Hurufl ¢
Culeup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) ...

= W e - 7
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Ayat (3
Cukup jelas.

~
Dagal 3
Pasai 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Veng dimakuud dengan “secara berkala” adalah dilaksanakan 3
(tign) bulan sckali Apabila dipandang pertu dalam keadaan
mendesak sewakiu-waktu dapat dilakukan koordinasi.

Ayat (2)
Cukuip jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jclas,

Ayat ()
Cukup jelas.

Ayat (6)
Culup jelas.

Pasal S
Culkup jelas.

Pasal ©
Cukun jelas

Pasai 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (i)
Yang dimaisud dengan “sccara berkala” adalah dilaksanakan 3
(tiga) bulan seckali. Apabila dipandang perlu dalam keadaan
mendesak sewaltu-waktu dapat dilakukan koordinasi.
Ayat (2)
Culup jelas.

Avat(3). ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal ¢
Avat(l)
Fumpun pendidikan dan pelathan teknis substantil Pemernintahan
Daerah adalah sekumpulan jenis pendidikan dan pelatihan yang
metapunyai karateristik tertentu, antara lain rumpun pendidikan
Juti pelatihan kepemimpinan Pemerintahan Dacrah, manajemen
keuangan  daerah, manajemen  pemerintahan,  manajemen
pembatguuan  daerah,  mangjemen  kependudukan dan
pemberdayaan masyarakat.
Pendidikan  dan  pelatthan  fungsional untuk jabatan-jabatan
fungsional binaan Departemen Dalam Negeri antara lain jabatan
fungeiona) Polisi Pamong Praja, Pengasuh Praja Sckolah Tinggi
Pemesntahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Pengawas Pemenntahan Dacrah,

Avati2)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.

pasal 10

Avat (1)
Culap jelus.

Ayal ()
Pendidicen dan pelatihan  dapat dilaksanakan olch lembaga
pendidiken dan pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

Ayat (3)

Cuiiup jelas,

Paszl 1]
Ayat (l) !
Standarisasi dalam pcnyusunan pedoman, pengembangan
lcurikulum, bimbingan penyclenggaraan, dan evaluasi pendidikan
dan latihan dikoordinasikan dengan instansi pembina pendidikan
dan latihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

‘Ukuran. ..
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Ukuran, jenis, warna kertus den penandatanganan Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan akan diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Surat  Tanda Tamat Jendidikan dan | ?elalihan wajib
dipertimbangkan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Ayzt (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Culup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup: jelus.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1) A
Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan lembaga lainnya adalah
badan hukum yang sudah terakreditasi.
Ava (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas. [
Pasal 21 ...
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Pasal 21

|3 ..' &
vang dimaksud denpar © urusan pemerintahan * di daerah yang
bersifet wajib adalah schapaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pcrubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
Menjadi Undang-Undaig. '

Huruf b
Yang dimaksud dengan * urusan pemerintahan “ di dacrah yang
bersifat pilihan adalah schagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah
Menjadi Undang-Undany,

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “ dckonsentrasi dan tugas pembantuan®
adalah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9
Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang.

Pasal 22
Huruf a

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan“ di daerah yang
bersifat wajib adalah sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang. | ’

Huruf b . L.
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Hunuf b
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan® di daerah yang
Lersifat pilihan adalah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pcrubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “tugas pembantuan®sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tenteng Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah déngan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
teatang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Permerintahan Dacrah Menjadi Undang-Undang.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Unit pengawas Lembaga Femerintah Non Departecmen yaitu

Inspektur Utama, Deputi Bidang Pengawasan pada Lembaga
Pemcrintah Non Departemen, dan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan.

Ayat (3) ! ] 1
Pejabat pengawas pemerintah  adalah pegawai negeri sipil
pusat/dacrah yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan
oleh pejabat berwenang scbagai pengawas.

Avat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25 .. .
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Pasal o

Cukl

up Jelas

Pasal 27

Ayat

Avat

Pasal 28

Avat

(1)

Pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah
ales pelaksanaan dekonscntrasi dilaksanakan oleh perangkat pusat
di dacrah dan/atau oleh perangkat pemcrintah daerah atas
pclimpahan kewenangan yang telah dilakukan oleh Menteri/Menteri
Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada
Gubernur.  Dalam  pelaksanaannya Gubemur menugaskan
Inspcktorat Provinsi dan/atau aparat pengawas lainnya;

(2)

Gubernur,  Bupati/Walikota  melakukan  pengawasan  atas
pelaksanaan  urusan  pemerintah  pusat yang ditugaskan olch
Menteri/Menteri Negara/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non
Departemen kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan pengelolaan
pinjaman/hibal luar negeri di dacrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(+)

Huruf a
Femeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Departemen Dalam  Negeri terhadap
Gubernur  dan  oleh  Inspektorat  Provinsi  terhadap
Bupati/Waliketa 2 {dua) minggu scbelum dan/atau sesudah
herakhirnya masa bakdi .

Hurur b

Pemeriksaan berkaia dilaksanakan berdasarkan rencana kerja
pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur,
Bupati/Waliketa.

Pemeriksaan  sewaktu-waktu  dilakukan  oleh  Inspektorat
jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah
Non Nepartemen, © Inspektorat  Provinsi,  Inspcktorat
Kabupaten/Kota utas adanya sural pengaduan masyarekat,

Ao

perintah . . .



tertentu sesua:  dengan

wal khusus o
ratuten perus i-undangan

rixsaan dilakuzan cich tm gabungan anta:
i wera wn/Unit Pengawas Lembapa
sl sehtutal Pruvinst, nspektona
: e t pinak lair  {lembugn
scrintah/ P darrah/lembaga  profesioial - vir
ndependen) terhindap suatu program/kegiatar
penvelenpgarann Fomenntahan Daerah, dekonsentrasi, tugas

pembantuon  dan penyelenggaraan  pemenntahan  desa
dan/atau pemeriksaan pengaduan masyarakat.

Avat {

AVal \il

Pasal 29
Culkup jelas.

Pasz] 50

f\_’{:;i .;
Rencana pengawasan meliputi program kerja pengawasan, rencana
“eria pemeriksaan, rencena tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
rencana pelaporan hasii pemeriksaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayt (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . ..

S
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Avat 11

Pasal 5

Cukup ieaor.

Pasal 32

Cuitup jelas

Pl 17
RTINS

Pasal o

Cukup jelis.

Pasal 37

Culcup jelis.

P"asal 3249

Culcup jelas.

Pasal 4.

Cukup jclas.

Pasal 42 . . .
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Cukup nins

Pasal 42

Cukup jclas

Pasul 44

;'.l.".ll SN

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelus.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelus.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 51

Cultup jela

TAMEAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4593
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PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM
PENGAJUAN RANCAMGAN PERATURAN DAERAH
(RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

POLITIK HUKUM TENTANG
STRATEGI PEMBUATAN PERDA

E3

Oleh :
DR. DYAH MUKTIARIN

LEMBAGA PENGEMBANGAN
EKONOMI - PEMBANGUNAN — KEBIJAKAN
“"ECONOMIC - DEVELOPMENT - POLICY”
\\EDPII

JAKARTA : 06 — 08 MARET 2002




!
i

PR S———

) )
/

_—
/BR(—)SES LEGfSLASI F‘ERDA

—
/
=

AWASAN:
/A EKSEKUTIF |
I LEGIS

\
PES;\N/QX
|
| GSI REPRESS
L= HEN ian R
RAL v<v3/Ll§TENT
AFFscnvei )
» FUNGS:
CJALIFI
— 3

“AND

ERUMbSKAﬁ K

A MERUMUSKA| /
# ERAH YANla ME KEPENTINGAN
/ /

BALANCE

Al DAN
RAKYAT MEN)







-~ — -

. \tf T a SN
h Kebqa\;an?)
a;/pribadjéebagai/
fah, pengobatan /
e 7

anan pubfik

~3

e ~~ —g
@mn Py tir@/i Teghl?”
F”b& kan pi 'rl/an sendiri; dar

l\)ﬁmw
: g

bersafha-sa




aNdBNGG0ta DPRD ot sl
mang :--’o haras aktif di
——dafdgmiya i
| M Sogav)a

iikeda an dan ke hasit tﬁaan,
—==rKejelasan rumusan7dan

=

F?.‘ VIS




{\Bata.aTPen\sutB PPerda

)
gan ya

__,.el'-ndafm/el;n pam%ve
dimili
/-m gan den an1</pent|ng/
led be ta/ an perat /ura/ parund/n/
ngan y
prés); .—

/und ang lebik-tfnggi (UU, BP;”

= /
~Kehafusan mengikuti-tata cara terte}w/

__,r,__a

Mom gun Br: a%ag\rtﬁ'

genall st clders apa sia
terllb fam aﬁ inform
e 7 engenalu ngan an /d
au subor /'
r.4em ih s keholde' (epre yt F

DE?)
kan‘msrd /gaps@holdprs,/

erdialog, bep,tu orum formajﬁ)’

| ////




R T S S

\\
m/ /
s Identifikasi dan fkuldsi

kepe n politi
n kelom

Kelo rofesi misi d ly r /

=y Pro s=leksi awal oleh DPRD
soslahsasi n prior't d/
9ses S (pembaha i DPRD /

es Imp|emen nsu perv15|

/ -

t PENILAIAY TET!HADAP KUALITAS FERDA
|
i : /C/—ﬁ/j-—-g —[tpt
E —1 — — M| —
:?”’ — {7 o] -
| SRR ) e | ¢
e )_——'E
z i
| “3/1514 "‘mi el 1™
| Guimgin®in
; balsE gl L/
N= 184 Memperbaki l Nemperbakd ' Ianmn;.umpm; Menurunkan ;
Kimbovestasi  Efe'divias  Kualtas UKM Praktk KK
‘,um Penegzkan  Pelayanan
i;_u_muq- Hukum Pubfk




T INTENSITAS PEMDA MENGUNDANG UNSUR NOU-PEMERINTAH

DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMEFINTAH

2
£
2
TR
\rr._l?mq
;.Usﬂbﬁ
AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
90 # =, ——
gg / 2435 18.33 '
60 ? | . it
8 I A S
A $4 e P |
o o /45591 —{61.55| —
s / thee an! - — -
, 20 / g
. 10
i 0 — - -
! APBD Pembuatan Pemberian
I Prosedur  Insentif Pejabat 5
\!
‘Nzwu Pelayanan Pub'ik -




( TRANSPARANSI PENGAMBILAN KEPUTUGAN TENDER PROYEX

Persantase

SSSSSSS
|
k-3

L T T
LY oa'y W) —

i W W [ B B
Pembangunan 'Fongdmm- Pembangunan Mambangunan  Pembangunan

Pasmamadl  ohtm  binstubtrd ¢xPerbakan don Perbalkan
Bidang  dmBidny  Bidang sl Jembatan  (OTerbuka
0Tortutup

e Penddin  Kesthitm  Kesehatm




WORKSHOP

PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM
PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
(RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

MEKANISME PENGAJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
(RANPERDA)

)

ey 1)

Oleh :
DR. DYAH MUKTIARIN

LEMBAGA PENGEMBANGAN
EKONOMI — PEMBANGUNAN — KEBIJAKAN
"ECONOMIC — DEVELLOPMENT - POLICY”
\\EDPII

JAKARTA : 06 — 08 MARET 2009




$
|

-

o e SR ST b = 1A

655

—

S =
V] L)
. = -t
e
1 —

r
o

/]

z
Al P

P

i

1\ — \
o L 0

/
=0

)1
e

-
B

L

Jr

-



PROSES
PEMBUATAN
PERDA

Sumber:
Pasal 95 & 97
PP 25/2004

e

= UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak meneta
turan daerah untuk melaksanaan otonomi d
Pasal 18 ayat [9]). g

= Yang dimaksud den%an pemerintahan
daerah (gubemui afau bupati/walikow),

/
= Dari ketentuan Pasal 18 dapat disimpulkan bahwa peraturg
instrumen untuk melaksanakan otcngini. \ 4

= Otonomi yang dianut adalah otonori seluas-Juasnya, kecuat
Bemen'ntaha.\ ang oleh undang-u..{?da_na ditentukan sebada
emerintahan Pusat (Pasal 18 ayat |5 j/ UD 1945). g

= UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [

urusan sg}a yan%mutia.( menjadi wewenang Pusat,( g)aitu a5

.anan, (3) keamanan, (4) yustisi,

negeri; (.
nasional, (6) 23ama. / ! -




PE

® meretaplen
di daeruh aera
ﬂﬁmmlﬁa kfnbaga lain yang Derwe; 30Q:A

imana bila | €rda yang ditetapkan pemeri
t O perarn yang ity e mahan daeg

. Perlu disampaika.1 bahwa UU Nomor 10 Tahun 2004 rfh
Perundang-uncaigan telah mensiapkan hlerakhi perundaf ;
sebagal berikut. UUD 1945 - UU/Perppu = PP - Perpres

\
s tngoduk hukuin paling bawa/h dari hierarkhi

ndenoan turan di atasg
ah menentukan bahwaqud pera l B 2

unda an di bawah undang-unda
undanng (Pasal 24A ayat [1 [n%

.PEMBEJ JT*_J.';'/'{’-\‘J |*PE R[N

= Bila ada perda yang dini'ai bertentanggp. denc

undang-undang dapat diajukap,peAgErariya
MA. Bila terbukti, MA da embataifan perd
dimaksud, sebaglan ataukeseluruha n\ a.
l :

= Ternyata UU Nomor 32 7T ahun 2004 te
Pemerintahan Daerah (OU Pemda) meng
mekanisme lain pembafdlan perda yaj
Presiden dapat membatalkan' perda ojjlz
bertentangan dengari kepentingan ‘Urgim
danAatau peraturan perundanq -undap rr
lebih tingg’ (execut/ve review). ;




= Perda yang bertentangan den{cj n kepentin umum
dan/atau beitentangan denc_fqn peraturan pefindang-
undangan yang lebih tir.ggi/dppa‘s dibatalkap3

= Keputusan pambatalan pe/rdej diteff._apkan defug
paling lama 60 hari seja)( dit?rimanya perdatole




i
o o
4

ENIBRA PN T e B A

Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan perda, kepala
daera% harus membedmentika%upelalsaprevaan -'.-_!.- dMSElamut
DPRD bersaria kepala daerah mencab Jav 511d,

Apabila daerel: tidak dapat menerima keputusan yi‘- atalan perda,
kepala daerai dapat mengajukan 7éberat2n ke MA, i ks
=1 |

Apabila dikabulkar, putusan MA menyatakan perpreSibk ‘
perda menjad! batal dan tidak m m'p{myal kegSa aniflkum. : "
|

=)

Apabila Pusat tidak mengeluaiKan perpres untuk membata!
perda, perda dinyatakan beriaku. Ferp ol

PEMBATALAN PERDA DALAM
UU PEMDA 1999

Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah yang bertentangan dengar. kepentingan umup,ataa =it
perundang-undangan yang iebif tinggi dan/atau:peratiiraripe
undangan lainnya. s 3

Keputusan pemoatalan Peraturan Daeréh dan Keputusan Kepa
diberitahukar. kepada Daerah yang be;sangkutan denganggiie
alasan-alasannya.

Selambat-lambutnya satu minggu setelah keputusan pe J
Daerah dan heputusan Kepala Daeah/ Peraturan Daerahfdfall Ki
Kepala Daerah tersebut dibatalka pcllakcan annya.

Daerah yang tidak capat menerima ke/putusan‘pemba rRmEeraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dapat  mengajukal) keberatan
kepada Mahkamah Agung set7éh menc3jukanniya kepadgfg

\.
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PEMBATALAN PERDA DALAM
UU PEMDA 1974

5&"{% é%ﬂ&ﬁ”%’f&%&?ﬂ A o
. U ur era Cl

nngm,b;?h@ ﬁn&mggf?&%g@;ggn oy
Menteri Dalam Negerl

tanggal keputusan itu
Lamai a uhan tioak boleh 6 bul

5 ﬁ e R:nncg?mmfan Daerah dan Bh'-J Kepu

rsangkutan kehilanpan kakua.an

« Jka dalam ka waktu 6 bulan a ha i
keputusan pem }angbatalan tur Dapegrg‘t’n dgnngtauga sul denqala
Daerah Itu memperolah bull kunya. \ v

« Keputusan m enal pembatalan Iumum n dalam Berita Nega AR ke
Indonesia da u Lembaran Da ng utaa 28

%

Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kep2'a NDaerah ang Meﬂtanan dengan

Sumber:
Pasal 185 UU Nomor 32 Tahua 2004

Tentang Pemerintahan Daurah

¥



2 %2

PEVIBATAIY [SPEPBA

Untuk perda APBD provinsi behkan ticak tersedia mekamsme
keberatan ke MA karena Pusat diberikan kewena NgarITIHIRE
membatalkannva sejak berbentux raperdaszaeast=id

Diprovits| ang
JL~ ke Mente

Pasal 185 UU Pemda mengatur bahWa raperda APB
telah disetujui bersama DPRD dar: dibernur disamp
Dalam Negeri untuk dievaluasi. /f

Hasil evaluasi disampaikan Mendagrl ke gubemur » .n,; § lambat 1
hari sejak diterimanya rancangan. | L

\ i
Apabila hasil evaluasi menyatakan hwa'raperda ,m 5
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan E

gubernur meretapkannya men;adi perda




PEMIBATALLR PERDA,

= Jika sebaliknya, gubernur dan DPRD w7
melakukan penyempu?maa» Baliing, [

= Apabila hasil evaluasi tidak ditindg
dan gubernur tetap,menetapkanfj
APBD, Mendagri berwenang me r]§
perda tersebut sekaligus menyatgkan
berlakunya pagu AP3D tahun sefg

Q

=15}

n Di bawah rezim pembatalan perdagole

Pusat, 1.406 pzrda telakedibatalika sej;:?
1999 (Mediia Indonesig, 20/11/0%), 90% di \
antaranya terkait paja’[«\dan retrigsi

daerah.




PEVIBATAKAL| PEPOAL

Kewenangan Pusat untuk membatalkan perda potenc | 5
ketentuan UUD 1945, terutama Pasal IBRaeyat _lale 1
ayat [1]). Namun, hingga saat inl belumada B3t Bihc

m'e(nga ukan judicia! review Lerhadag" etentuan U

= I

\

Secara praktis, kewenangan membatalkan perda oleliPusat (yang / |
dalam praktiknya dijalanEan oleh jajaran Defggr%rizj lah al‘a‘ .
a

Dalam proses pembuatan perdd, dominasi tersebut 5(1Ha

ketika suatu perda masih berbentk draft. Biasanya jdjatan
merintah daerah (biro hukum atau instansi telNs)aRah
rkonsultasi terlebih dulu denoan' Depdagri dalam giEmbuat draft

suatu perda. s /

PEVIBATALL)| P

Terakhir, ketika raperda sudah\diketok palug
paripuriia DPRD dan telah ?ﬁét&pkan oleh ke
daerah, perda tersebut jugd disampaikan keiepdagri,
lagi-lagi untuk dievaluasi. / f \ l

/ \'\
Semua proses tersebut em‘erluka‘n biaya;
(seperti perjalanan dinas) m[éupun yang tid
~ / \




n Mesk|ﬁun mengeluh dengan hegemo i
daeran ternyata memkmat G
pusat karena itu berarti ad3 aasan [
mengadakan per]alanan dmas ke Jakdita.

men%a]uk ud/aa/revie rhadap !
asa 14 dan Paal 185 UU Pemda. Pgglahal, bila |
diajukan, besar kemungklnan akan dikabulkan |
mengingat sudah jelasnya ketentudiiguD 1945 |

gang mengatur tentang perguijian pej turarf di
awah undang- undang - % ,

bila berter: tangan de

r)gan per Blrizl
lebih tinggi.

10




Pusat juga dapat mewajlbkon pen .erintah d 5:'- ah

berkonsultasi ketika membuat araf perda On

kepala daerah, gubernur juua wakil pemeri ﬁc’ n
daerah. 1

, KOpsultasi fni
dapat dinila; wajar karena, sel2in berkedUdUkan seb;ﬂgal

usat di |

pemerintah naerah.

= Pusat harus menunggu per ditetapkan te

bila berkeberatan dengan jsinya. Barulah -m dian

mengajukan pengujian ke/MA. '\

= Pengujian jiga dapat dnmoh
pihak lain yang merasa 'berkéberatan .deng -Jn per
telah ditetapkan. 3

DPRD dan dlbahas bersama denga el
pusat sudan harus diakhiri karf%' proses s€pénuhnya
menjadi kewenangan konstitusional DPRD b ama

lnkan ke MA o J' p|ha -

ey

1



s ]J\IJHU{.,-\?JJ B} J]

Glrns, ’DJJ’JHJJ_)ruJ :

= Kewenangar. pembatalan perda oleh Pusat weggss
adalah gangguan serius terhadapzotegomn

daerah yang telah dlaku.'g ingkat o‘s itusi.
J

= Upaya vanqg dapat dulakqéﬁ? adalah ndorong
pemerintahan daerah untuk mengajukén judici
rewewterhadaﬁ ketentuan tersebut dglam UU
Pemda ke Mahkamah K ofnstutusn :

= Bila UU Pemda akan, dnevnsn atau dlgtl, /
dmgaa/akan agal ketentdan pembatalgh per
oleh Pemerintah usattakdlc tunifian

12
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ANALISIS--

LAPURAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

h

LPJ

(UU 17/2003)

* Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan
rancangen Perda Pertanggungjawaban
Pelaksaraan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diaudit Bepeka
selambat-'ambatnya enam bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

* Laporan Keuangan meliputi: Laporan Realisasi
APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas Laroran Keuangan;

* Laporan Kcuangan Periisahaan Dacrah
dilampirkan dalam LP) tersebut;

* Laporan kevangan berdacarkar. standar
akuntansi pemerintahan. 5




»Laporan Realisast APBN
»Neraca

| »Laporan Arus Kas ;
?Catatan Atas Lapoian Keuangan [§

* Bentuk van Ist laporan
pertanggungjavzaban
pelaksannan AFBN/APBD disusun dan
disajikan sesuai Standar AKuntansi
Pemerintan (FP No.24/2005)

e = |

PERNYATAAN PENDAPAT
AUDITOR BPK

S iy
P LN

7 wasit )
d\ Audit /it
‘~L‘ap.o_:atﬂ/

Keuangsn
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NERACA DAERA ’

lLaporan keuangan yang | |
menyajikan informasi !
tentang posisi keuangan | |
pemerintah berupa aset,
hutang, dan ekuitas pada |
suatu tanggal tertenty. |

P i |

Forimat Neraca

FEMERINTAH KOTA X
NERACA DAERAH
PER31 DESEMBER20X382()2 '
AKTVA 20x3 | 20x2 PASIVA 2003 | 20m
5 HUTANG
AsstLaicar Hutang Lancar 0] 2
Kas 70 40 | Hutang Jk Panjang 250 30
Phstang 30 25 Jumiah Hutang 300 120
Jvestas] Perm-nen 20u| 175 | EXUTAS DANA

Aset Tetzp 1000 800| Ek Danalancar 50 5
/| oana Cadangan 300 | 250 | Ek.Danainvertag| 1050 73
Aset Lainnya 100+ €3] Ek DaraCadangan 0] s
Jumun ExuRtas | 1400|1330

Jumish AKTIVA 1700 | 1350 Jumiah PASIVA 1700 | 1350

|




KOMPONEN NERACA

KAS DAN SETARA KAS

+ Kas adalah uang tunai dan szldo
sirapanan di bank yang setiap saat i
dapat digunakan untuk mempiayal
kegiatan pemerintahan.

.+ Kas juga meliputi seluruh UYHD yang

" belum dipertanggungjawabkan hingga

tanggal neraca awal,

+ Investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap dicairkan menjadi kas
yang mempunyal masa jatuh tempo
yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau
kuvrang dari tanggal perolehannya.

KOMPONEN NERACA

KAS DI BENDAHARA

+ Inventarisasi fisik kas selurun
Bendahara

»+ Kumpulkar saldo rekening koran
seiuruh Berdahara

+ Lakukan rekonsiliasi hasil pada
butir 1 & 2 d2ngan catatan yang
ada di Bendahara sehingga
diketahui sisa uana kas yang
seharusnya dengan benar.

]




KOMPONEN NERACA

PIUTANG PAJAK & RETRIBUSI

- Piutang pajak dicatat berdasarkan
surat ketetapan pajak (SKP) dan
surat ketetapan retribusi (SKR)

g \ yang pembayarannya belum

- diterima.

* Dalam penyusunar neraca, SKP &
SKR yang pembayarannya belum
diterima dicatat sebagai Piutang
Pajak & Retribusi sebesar nilai
nominal yaitu sebesar nilai rupiah
pajak-pajak yang belum dilunasi.

KOMPONEN NERACA

PERSEDIAAN

* Persediaan adalah aset dalam bentuk

barang atau perlengkapan (supplies) yang

dipcroleh dengan maksud untik
! mendukung kegiatan operasional
i pemerintah dan tarang-barang yang
b . dimaksudkan untul: dijual dan/atau

p ;“" . diserahkan dalam rangka peiayanan
kepada masyarakat dalam waktu 12 {dua
belas) bulan dari tanggal pelaporan.
Persedlaan dicatut sebesar biaya perolehan
apabila diperoleh dengan pembellan, biaya
standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri dan nilai wajar
apabila diperoleh dengan cara lainnya 10
sepertl donasl/rampasan. . )

& |



KOMPONEN NERACA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

* Untuk meningkatkan nelayanan kepada
masyarakat, pemerintah daerah dapat
inembentuk perusahaan daerah yang asetnya
dikelola secara terpisah.

, INVESTASI. + Ppada pembentukan perusahaan, pemerintah
| PERMANFN... menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut

dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan.

+ Suatu perusahaan dapat disebut sebagai
perusahaan daerah jika pemerintah daerah
memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham
prrusahaan dimaksud..

—~—

1n

KQMPONEN NERACA

ASET TETAP

Tanah yana dikelompokkan dalan: aset tetap adalah
tanah yang dimiliki atau diperolen dengan maksud untuk
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap digunakan (termasuk tanah yang
digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan).

Peralatan dan mesin mencakup antara lain:
alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat
pertanian; alat kantor Jan rumah tangga; alat studio,
komunikasi, dan pemancar; alat kudokteran dan kesehatan;
alat laboratorium; alat persenjetaan; komputer; alat
eksplorasi; alat pemboran; alat nroduksi, pengolahan, dan
pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja;
alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua beles) bulan dan dalam ,,
kondisi siap cigunakan.




KOMPONEN NERACA

ASET TETAP

« Gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan tangunan yanq dibeli atau dibangun dengan
maksud untik digunakan dalam kagiatan operasional
pemerintal) dan dalam kondis: siap digunakan, Gedung
dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan
gedung; inonrumen; bangunan menara; dan rambu-
rambu.

« Jalar, iricasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasl, dan jeringan yang dibangun oleh pemerintah serta
dikuasal olch pemerintah dan dalam kondisl slap
digunakan. /alnn, irigasi, dan jaringan di neraca antara
lain meliputi jalun dan jembatar; bangunan air; Instalasi;

dan jaringan.

KOMPONEN NERACA

|
} KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

. Konstruksi dalarn penyerjaan mencakup aset tetap
vang sedang dalam proses pemhangunan, yang
pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya.

« Konstruksi dalam pengesjaan dicatat senilai seluruh

biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal

neraca dari semua jenis aset tetap dalam
pengerjaan yang belum selesai ¢ibangun.

Konstruksi dalam pengerjaan ini anabila telah

selesai dibangun dan sudah diserahierimakan akan

direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan
kelompok asetnya.

14




KOMPONEN NERACA

|
DANA CADANGAN j
l
l

* Pembentukan Dana Cadangan untuk
membangun st'atu aset yang
memerlukan dana relatif besar yang
tidak memungkinkan dibiayai dengan
APBD satu tahiin anggaran.

“ 9 Dana Cadangar merupakan dana yang
disisihkan beberapa tahun anggaran
untuk kebuturan belanja pada masa

datang. -

ANALISIS
LAPORAN KEUANGAN

Terdiri dari analisis terhadap:

+ Rasio Realisasi Anggaran
; % Rasio Keuangan
| » Trend (Kecenderungan)




RASIC REALISASI PENDAPATAN

= REALISASI PENDAPATAN X 100%
ANGGARAN PENDAPATAN

Standar Umum: > 100% Baik
< 100% Kurang

3

.
} RASIO REALISASI BELANJA
|

= REALISASI BELANJA X 100%
ANGGARAN BELANJA

i Standar Umum: < 100% Baik
> 100% Kurang
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DEBT RATIO |

= Total Hutang
Total Aset

Standar Umum: g

Kondisi yang paling ideal adalah nol, namun bila
angka > nol perlu dianalisis biaya marifaat dari

hutang

perlu gilakukan riset yang mendalam untuk
menentukan besaran rasio yang tepat untuk dipakai
standar.

Pengalaman APBN dapat digunakan sebagai standar
penerapan di daerah (Bila pernerintah telah dapat
menyusun neraca)

RASIO KESERASIAN PENDAPATAN

» Rasio PAD thd. Total Pendapatan

= Realisasi PAD
Realisasi Total Pendapatan

» Rasio Dana Perimbangan thd. Total
Pendapatan
= Realisasi Dana Perimbangan
Realisas: Total Pendapatan
Standor Umum:

Kcnaisi yane ideal adalah seluruh pembiayaan
pen.bangunan dibiayai oleh PAD. Hal ini berarti
kondisi iceal rasio PAD tarhadap Total Pendapatan
di atas U,50

- |




KETERBATASAN ANALISIS RASIO

REALISASI ANGGARAN

®» Perbardingan dilakul:an terhadap
anggarannya sehingga tergantung pada
kewa)aran penyusunan APBD

= Belum adanya standar penyimpangan
realisasi APED

= Adanya tahap revisi APBD menyebabkan
kecenderungan realisasi sama dengan
anggaran

" Merupakan penilaian terhadap kondisi pada
suatu saat sehingga penyajian laporan
keuangan dapat diatur supaya (kelihatan)
baik (winaow dressing)

- Analisis tersebut dimaksudkan untuk

« Standar yang digunakan sesuai dengan

- Trend yang makin membaik berarti

ANALISIS TREND

Analisis dilakukan dengan membandingkan
rasio-rasio realisasi anggaran dan rasio
keuangan dari tahun ke tahun minimal 5
tahun

memberikan dimensi waktu terhadap analisis
rasiu yang dilakukan

slandar pada masing-masing rasio

perkembangar. telah meruju arah yang benar
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Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pendahuluan.

Isu tentang sistem pengendalian iternal pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian
cukup besar belakangan ini. Bacan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor
eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang
dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (scope) pengujian yang akan
dilaksanakannya. Beberapa lembage pemantau (watch) juga mengkritisi lemahnya
SPI yeng diterapkan di pemerirtahan, sehingga membuka peiuang yéng sangat
besar bagi terjadinva penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).
Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP__N0.60/2008 tentang standar

pengendalian iternal pemerintahan.

Diskusi hangat muncul ke permukaan berkaitan dengan penerbitan PP ini. Beberapa

topik utama diskus' berkaitan dengan:

. Urgensi penerbitan PP ini di saat konsistensi peraturan perundangan yang
beluni sepenuhrya mendukung. Banyak Daerah yang belum melaksanakan
peraturan pervndangan yang sangat mendasar secara utuh, misalnya PP
No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dalam hal

akuntansi dan pelaporan keuangan.



« Costs-benefits bagi daerah. Daerah bertanya-tanya: apa manfaat PP ini bagi
daerah? Jangan-jangan hanya menambah pekerjaan baru saja!

. Apakah memang PP ini bisa menjamin bahwa pelaksanaan program/kegiatan
oleh Pemda melalui SKPD-SKPD yang aria akan efektif, efisien, dan
akuntabel?

. Jangan-jangan ada unsur politik anggaran dan kepentingan kelompok dalam
penerbitan PP ini. Hampir semua kaiangan paham bahwa PP ini berkaitan
dengan upaya untuk memperkuat posici BPKP sebagai auditor internal
Preciden, Itjen di Departemen, dan inspektorat di daerah.

Substansi PP No.60/2008

PP No. 60/2008 ini terciri dari enipat bab dan 51 pasal. Keempat bab tsb adalah Bab
1: Ketentuan Umum, Sab 2: Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Bab 3:
Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP; dan Bab 4: Ketentuan Penutup serta
dilengkapi dengan penjclasan dan lampiran berupa Daftar Uji Pengendalian Intern

Pemerintah.
Pacal 60 dan 61 berbunyi:

Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanfut
dengan Peraturan Gubernur aiau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman

pada Perturan Pemerintah i,



Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tangaal diundangkan.

Dalam penjelasan PP No.60/2008 dijabarkan 'atar belakang dan arti penting
penerbitan peraturan yang mengatur “urusan internal” Pemerintah dan Pemda Inl.
Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara, yang diatur dalain UU No.15/2004 disebutkan bahwa

Dalam rangka pemerilsaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan

pengujian dan penilaian atas pelaksanzan sistem pengendalian intern pemerintah.
(Pasal 11 UU No.15/2004)

pada bagian lain UU teb dinyatakan oahwa BPK dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil

pemeriksaan intern pemerintah waiib cisampaikan kepada BPK. (Pasal 9 UU
No.15/2004).

Penjelasan PP No.60,2008

undang di bidang keuangan negara membawa implikasl perlunya sistem pengelolaan
keuangan negara yanq lebih akuntabel dan transparan. Hal Ini baru dapat dicapal
jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka
penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, sampal dengan pertanggungjawaban, “harus
dilaksanakzn secara tertib, terkendall, s2rta efisien dan efektif.



Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadal bahwa
penyelenggaraan kegietan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapal
tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara
secara andal, mengamankan asct negara, dan mendorong ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagal Sistem Pengendallan
Intern yang daiam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
serta mempertimbangkan ukuran, komgleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsl

Instansi Pemerintah tersebut.

pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan
mengenai sistem berigendalian intern pemerintah
secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern
dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem
Pengendalian Intern melel:at sepanjang kegiatan, dipengaruhi cleh sumber daya
manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memacai, bukan keyakinan

mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern
yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dar tolok ukur pengujian
efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur
Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek blaya-manfaat (cost
and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan
perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.



sur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraluran Pemerintah ini mengacu pada
cur  Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan
merintahan di berbagai negara, yang meliputi:

Lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh
pegawai  harusmenciptakan  dan  memeihara  lingkungan  dalam
keseluruhanorganisasi  yang ~ menimbulkan  perilaku  pesitif  dan
mendukungterhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas
risiko yangdihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan
bshwa  arahanpimpinan  Instansi  Pemerintah dilaksanakan.
Kegiatanpengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan
organisasi.

Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada
pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi
disajikandalam suatu bentek dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga

memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian

dan tanggung jawabnya.
Pemantauan, Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu

ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

dapat segera ditindaklanjuti.




Untuk  memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern dilakukan pengawasan Intern dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP.  Pengawasan intern merupakan Salah satu baglan darl keglatan
pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas
pelaksanaan tugas can fungsi Instansi Pemerintah, Lingkup pengaturan pengawasan
intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia,
kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan Ssejawat, Pembinaan
penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan,
sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan perabimbingan dan konsultansi SPIP, serta
peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.




